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LAPORAN KINERJA 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan tanggung jawab atas pencapaian kinerja dan

sasaran yang telah ditentukan selama tahun 2024 serta sebagai alat untuk mengukur tingkat

keberhasilan dari kinerja unit.

Penyusunan LAKIN ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta dengan
memperhatikan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari
2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak.

LAKIN ini berperan pula sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja kualitatif dan

kuantitatif, sebagai bentuk pertangungjawaban atas pencapaian tujuan/sasararn strategis instansi

dan penggunaan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang
jelas dan transparan KPP Pratama Tasikmalaya. Semoga laporan ini dapat berfungsi sebagai
umpan balik (feedback) untuk meningkatkan kinerja semua fungsi di lingkungan KPP Pratama

Tasikmalaya secara bertahap dan berkesinambungan.

KPP PratamaTasikmalaya

I



LAPORAN KINERJA 2024

DAFTAR ISI

Kata PENGAMAT. .. ..eovneeennnann s vaionssshsds s s s duie s spswummmnam e sanan agmsn o a0 £ ¥ [
D Na e U3 DU O e R R T SRR I1
BAB I PEndahUlUar. . . ..o ueeeintitiineteneasenaescsaearae e et saesassasaasaesneabs s tas s s 1
A. Penjelasan Umum OFganiSasi.........veerruumminrrrmnnerssimeseensisssn s 1
B. Peran Strategis INSIANST....ccuevntviiiriiiimiiiiimiiiis e s s e 5
C. Sistemnatika PElapOTAN. .....vvnnevuniiritrisersiieii st s et s s s 7
BAB II Perencanaan KiNEIJa «......c..ovenernnrrsersmiuneuninmieeiiii s 9
A. Rencana SHAtEEIS. .« visesussmusssssvvsossnnmerasnnsessynas snssasnss sossss sissiisiaimmmsmesases vos 9
B. Penetapan KineTja......coouueeimimmmssrumunn i srnnsas s esnns st e e 11
BAB III Akuntabilitas KINEIJa. ...cocvvvneuninirinee et eiiiisisiess s 13
A. Capaian Kinerja OTganiSasi....i...c..uvesivrmirmreninneiiiiiiitn s 13
B. Realisasi ANGGATAN . c.uwireuosuussmsnnassessanssmissnsssussuasiossnssrsssmisussasnnssnesnnns 152
BAB IV PEnUIUP. .....vouciminimesiassosnssrsnnsonsansnsenasssssorsnnnsusasasiasssenisiotmsusones 154
Lampiran

P PratamaTasikmalaya

KP



LAPORAN KINERJA 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Penjelasan Umum Organisasi

Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak, KPP Pratama Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,
pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya,
dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek

pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tasikmalaya menyelenggarakan fungst:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun
masyarakat;

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan,

KPP PratamaTasikmalaya
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penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal;

pemutakhiran basis data perpajakan;

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di KPP Pratama Tasikmalaya masih mengacu pada Pasal 60

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdiri atas :

a.

b.

= @ o oo o

e

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Pelayanan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
Seksi Pengawasan I;

Seksi Pengawasan 1I;

Seksi Pengawasan 111,

Scksi Pengawasan IV,

Seksi Pengawasan V;

Seksi Pengawasan VI; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

e
KPP PratamaTasikmalaya
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Struktur Organisasi KPP Pratama Tasikmalaya
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Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Tasikmalaya meliputi daerah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten

Tasikmalaya yang terdiri dari 39 kecamatan di kabupaten dan 10 kecamatan di kota, dengan

rincian sebagai berikut :

a. 39 (tiga puluh sembilan) kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Kec. Kadipaten
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
. Kec.
. Kec.
. Keec.
Kec.
. Kec.
Kec.

Singapama

Sodong Hilir

Sl O~

Pagerageung

Salawu

N

Parung Ponteng
Ciawi

Mangunreja

© w =N o

Jatiwaras
Sukaresik
Sukarame
Salopa
Jamanis
Manonjaya
Culamega
Sukahening
Kec. Cineam
Kec.
Kec.

. Kec.

Bantarkalong
Rajapolah

Taraju

ﬁ_ﬁﬁ

21.
22.
23.
24.
25,
26.
27.
28.
29.
30.
3L
32
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.

Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.
Kec.

Kec.
Kec.

Bojong Asih
Cisayong
Puspahiang
Cibalong
Cigalontang
Tanjung Jaya
Cikatomas
Sariwangi
Sukaraja
Cipatujah
Leuwisari
Gunung Tanjung
Karang Nunggal
Padakembang
Karang Jaya
Cikalong
Sukaratu
Bojong Gambir
Panca Tengah
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b. 10 (sepuluh) kecamatan di Kota Tasikmalaya:

1. Kec. Indihiang

2. Kec.
PETA TASIKMALAYA

Sumber: http/ftasikmap.blogsaot.com

Mangkubumi
Kec. Purbaratu
Kec. Cihideung

Kec. Kawalu

Kec. Cipedes I

3

4

5

6. Kec. Bungursari
7

8. Kec. Tawang
9

Kec. Cibeureum

10. Kec. Tamansari

SAND DL ED (R R SR

ﬁ
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A. Peran Strategis Instansi

Untuk melaksanakan tugas sebagai pengemban penerimaan APBN, KPP Pratama
Tasikmalaya sebagai salah satu instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Sebagaimana
telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP dan didistribusikan oleh Kantor Wilayah, besarnya target
penerimaan yang harus dicapai KPP Pratama Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp
808.429.416.000 (Delapan Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang kemudian di akhir bulan Desember 2024 ada perubahan
distribusi rencana penerimaan menjadi Rp763.431.866.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk mencapai target tersebut, segenap pegawai KPP Pratama Tasikmalaya berusaha
untuk menjadi aparat yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan
berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dengan menaati kode etik
yang telah ditetapkan serta dapat mempertanggung jawabkan visi dan misi DJP secara transparan
dengan berpegang pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu: Integeritas, Profesionalisme,

Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Untuk meningkatkan komitmen dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada wajib pajak, KPP Pratama Tasikmalaya mempunyai Slogan atau Motto pelayanan,
yaitu: “RESIK”, yang merupakan singkatan (akronim) dari kata-kata: Religius, Empati,
Simpati, Inovatif, dan Konsisten. Motto ini akan menjadi ciri khas, identitas, dan budaya kerja
yang menjadi landasan segenap jajaran KPP Pratama Tasikmalaya dalam bekerja. Dengan
adanya motto ini, maka harapannya seluruh pegawai KPP Pratama Tasikmalaya berkomitmen
untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh pihak terutama para wajib
pajak sehingga semua wajib pajak dapat merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya di KPP Pratama Tasikmalaya.

Dalam pencapaian mandat tersebut. KPP Pratama Tasikmalaya didukung oleh 99
(sembilan puluh sembilan) pegawai, yang ditempatkan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing seksi. Berdasarkan jabatan, profil pegawai KPP Pratama Tasikmalaya per 31 Desember

2024, adalah sebagai berikut:

KPP PratamaTasikmalaya
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Profil SDM : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumiah

No Jabatan Laki-Laki  Perempuan

1  EselonIll 1 0 1
2 EselonlV 9 1 10
3  Fungsional 5 1 6
Asisten
4 Penyuluh . 4 !
5  Asisten Penilai 1 |
6 AR 29 7 36
7  Pelaksana *) 18 20 38
Total 66 33 99

*) Termasuk pelaksana khusus, sépéfti . Sekretaris, Bendahara,
Administrator Sistem, dan Juru Sita

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawal laki-laki adalah 66 orang (66.66%) dan
pegawai perempuan 34 orang (34.34%) pegawai laki laki. Berdasarkan jabatan, jumlah yang
paling banyak adalah Pelaksana yaitu sebanyak 38 orang. Kemudian jabatan Account
Representative (AR) sebanyak 36 orang, Asisten Penyuluh sebanyak 7 orang, pejabat Eselon [V

sebanyak 10 orang, Fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 6 orang, Asisten Penilai 1 orang dan

1 orang Kepala Kantor.

Profil SDM : Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan,
e pegawai KPP  Pratama
Tasikmalaya terdiri dari 33
orang pegawai Golongan 11,
59 orang pegawai golongan
Il dan 7 orang pegawai

golongan IV.

Golongan Golongan Golongan
i Y

@& Jumlah 33 59 7

KPP PratamaTasikmalaya
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Profil SDM : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

DI

o g
1Y

Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat

pendidikan setingkat Sarjana (SI/DIV) yaitu sebanyak 46 orang (46.46%), terbanyak kedua
adalah tingkat Diploma (D1) sebanyak 22 orang (22,22%), ketiga DIII sebanyak 17 orang
(17,17%), keempat S2 sebanyak 10 orang (10,10%), kelima SMA sebanyak 3 orang (3,03%),

terakhir yaiut S3 sebanyak 1 orang (1.01%).

B. Sistematika Pelaporan

Penyusunan laporan berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi (LAKIN), sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan hal-hal yang bersifat umum tentang KPP Pratama

Tasikmalaya, yang meliputi penjelasan umum organisasi, peran strategis instansi, serta
sistematika pelaporan.
Bab [I Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan perj anjian kinerja Kepala KPP Pratama
Tasikmalaya pada tahun 2024 termasuk addendum kontrak kinerja serta bagaimana
kaitannya dengan capaian visi dan misi.
Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis di KPP Pratama Tasikmalaya sesuai dengan hasil kinerja dan realisasi

KPP PratamaTasikmalaya
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anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

e Bab [V Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPP Pratama

Tasikmalaya.

e Lampiran

KPP PratamaTasikmalaya
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan
langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan
integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun
dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis DJP
Tahun 2020 - 2024, maka KPP Pratama Tasikmalaya dalam menyusun visi, misi, dan renstranya

mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari DJP.

A. Rencana Strategis
1. Pernyataan Visi
Selaras dengan visi DJP, visi dari KPP Pratama Tasikmalaya sebagai bagian dari DJP
adalah “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang unggul dalam layanan dan kinerja,

guna memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan”.

Visi tersebut di atas merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan DJP yang
sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan

tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Tasikmalaya.

2. Pernyataan Misi
Untuk mencapai visi tersebut, KPP Pratama Tasikmalaya menetapkan misi, yaitu:
“Menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dengan menerapkan nilai— nilai
kementerian keuangan dan memberikan edukasi serta asistensi secara berkesinambungan

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak”.
Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP khususnya KPP Pratama
Tasikmalaya adalah menerapkan nilai luhur Kementerian Keuangan yang selama ini menjadi

pedoman dalam bekerja dan memberikan pembinaan berupa edukasi, serta asistensi secara

berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di wilayah

Kerja KPP Pratama Tasikmalaya.

KPP PratamaTasikmalaya
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3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan
dicapai dalam kurun waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai
penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan KPP Pratama Tasikmalaya adalah:

o Tercapainya Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Tasikmalaya yang
berkesinambungan.

o Tercapainya Peningkatan Kepatuhan Pajak KPP Pratama Tasikmalaya yang
berkesinambungan.

o Terlembaganya sistem dan manajemen SDM KPP Pratama Tasikmalaya yang secara
kontinyu menghasilkan SDM yang menjunjung tinggi Nilai-nilai Kementerian

Keuangan.

_’ﬁ—_—_____—___—_—-—-__—f

KPP PratamaTasikmalaya
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B. Penetapan Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, dibentuklah target kinerja tahunan seperti yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

Kode Sasaran Strategis/
SS/IKU Indikator Kinerja Utama

Stakeholder Perspective

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
 laCP | Pcrxn_tasmaliiasi penerimaan pajak L 100% |
Ib-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 100

dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Customer Perspective
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggl

‘ 2a-CP Persentase realisasi pe{lerlmaan pajak‘darl kegiatan 100%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
‘ Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian
2b-CP SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 100% ‘
| Pribadi
‘ 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi ‘
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 100%

Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Internal Process Perspective

7a-CP Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Peni

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP Pers'entase perul?ahan perilaku lapor dan bayar atas 74%
kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 100
5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
Sa-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90%
6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif
62-CP Persenta§e penyelesaian permintaan penjelasan atas 100%
data dan/atau keterangan
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100%
‘— 60-N [ Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 100% |
| % | Pajak KPP tepar waktu S
7 Penegakan hukum yang efektif ‘
‘ aian 100%

_Tin_gkal efekti@tas_Penagihan o 75% j

KPP PratamaTasikmalaya
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7e-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 100%
Permulaan |
8 Data dan Informasi yang berkualitas
22-CP Persentase Penyelesalar.l laporailn pengamatan dan 100%
penyediaan data potensi perpajakan

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

55%

9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 100
Kegiatan Kebintalan SDM

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85
Indeks efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

9¢-N . - 90
dan Manajemen Risiko

10 Pengelola Keuangan yang akuntabel
10a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 100

—_——-—u———'ﬁ
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam tahun 2024 dibandingkan dengan IKU

tahun sebelumnya berikut realisasinya adalah sebagai berikut:

Kode
SS/IKU

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama

Penerimaan negara dari sektor pajak yang

Target

Realisasi

Indeks Capaian

102.89

102,89

Customer Perspective

erencanaan kas

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

optimal

1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,02%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan

1b-CP | pajak bruto dan Deviasi proyeksi 100,00 106,81

2a-CP
(PPM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

100,00%

2b-CP

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi

100,00%

101,89%

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

{PKM

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

Internal Process Perspective

4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

100,00%

100,71%

‘ B | berjalan

4a-CP Persentase perqbahan perllgku lapor dan 74,00% 88.80%
bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas 100,00% 108.93%
penyuluhan

[ 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00% 118,07%
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Per§entase penyelesaian permintaan 100,00% 114,18%
penjelasan atas data dan/atau keterangan
Persentase pemanfaatan data selain tahun 100,00% | 120,00%

KPP PratamaTasikmalaya
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Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan o o

Wajib Pajak KPP tepar waktu 160,00% 115,54%
7 Penegakan hukum yang efektif .

7a-CP | Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Peniaian 100,00% 113,26%

7b-CP | Tingkat efektivitas Penagihan 75,00% 81,97%
Persgntase penyampaian usul Pemeriksaan 100,00% 100,00%
Bukti Permulaan

8 Data dan Informasi yang berkualitas
Persentase penyelesman 1appran pe_ngamatan 100,00% 110,00%
dan penyediaan data potensi perpajakan
fffgntase penghimpunan data regional dari 55.00% 78.40%
Learning & Growth Perspective

6¢-N

7c-N

| 8a-CP

8b-CP

9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang
' adaptif
Tingkat Kualitas Kompetensi dan
i Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM L0000 117,08
9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 97,70
9e-N quekg efektivitas 'Implemgn.taﬁ Manajemen 90,00 99,14
Kinerja dan Manajemen Risiko
10 Pengelola Keuangan yang akuntabel
10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan 100,00 120,00
Anggaran

Nilai Kinerja Organisasi

ﬁ
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Berdasarkan data sebagaimana dalam tabel diatas, dapat dijelaskan evaluasi dan analisis

kinerja sebagai berikut:
1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.! Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 15% 40% 40% 70% 70% 100% 100%
| Realisasi 17.67% | 42,81% | 42,81% | 67,84% | 67,84% | 100,02% 100,02%
E_apaian 117,78% | 107,02% | 107,02% | 96,91% | 96,91% | 100,02% 100,02%

Sumber: Website Appportal diakses pada 20 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah
Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang
asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan
(Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang
didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DIP
yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di
KPP lama. sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru.

¢. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

T X 1000/0
Target penerimaan pajak |

_ﬁﬁ
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d. Realisasi IKU

Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)
No. % | %
Kelompok Pajak| Target 2024 2023 2024 Growth | Growth | o/ penc.2023 iejFenc
2023 2024 2024
PPh Non
s Migas 491,67 401,45 48334 |-18,08%| 20,40% 103,29% 98,31%
I PPN &
B PPnBM 239,98 224,88 247,36 11,03% | 10,00% 107,38% | 103,07%
C PBB 5,84 4,55 5,61 -22.45% | 23,25% 101.66% | 95.93% |
Pajak
D Lainnva 25,94 27,70 27,27 -12,36% | -1,54% 100,47% | 105,14%
E PPh Migas - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Total Non PPh
- Migias 763,43 658,58 763,58 | -9,79% | 15,94% 104,51% | 100,02%
Total termasuk : . o o
PPh Migas 763,43 658,58 763,58 | -9,79% I 15,94% | 104,51% | 100,02%

Sumber. Applikasi Appportal

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat
sebesar Rp763.580.473.070,- dengan capaian sebesar 100,02% dari target sebesar
Rp763.431.866.000,-. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 15,94%, lebih baik

dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -9,79%.

Jenis Pajak

A PPh NON MIGAS
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
. PPh Pasal 22 Impor
. PPh Pasal 23
. PPh Pasal 25/29 OP
PPh Pasal 25/29 Badan
PPh Pasal 26
. PPh Final
PPh Non Migas Lainnya
B PPN dan PPnBM

1. PPN Dalam Negeri

2. PPN Impor

3. PPnBM Dalam Negeri

4. PPnBM Impor

5. PPN /PPnBM Lainnya

] PBB
D Pajak Lainnya
E PPh Migas

Total Non PPH Migas
Total tmsk PPh Migas

Target 2024

491,669.420.000
295.810.421,000
22.851.099.000
4.662.665.000
18.070.953.000
20.022.460.000
45,988.977.000
92.932.000
84.169.913.000

239.978.937.000
236.259.083.000
3.371.931.000
190.603.000

157.320.000
5.843.974.000
25,935.535.000

763.431.866.000
763.431.886.000

400,930.113.995
228.966.209.103
22.156.472.027
6.024.615.890
13.883.884.931
15.819.641.892
41.637.224.512
36.691.616
72.405.354.024
20.000
223.809.692.727
222.056.047.879
1.334.978.937
286.711.813

131.954,098
4.548.444.510
27.701.704,087

§56.989.955.319
§56.989,055.319

Realiasasi s.d. 31 Desamber

483,343,644.999
279,711.927.337
24,136.767.428
4,925.000.085
19.058.801.637
17.900.302.333
48.578.396.003
98.161.079
88.934.017.640
271.457
247.356.704.666
243.522.618.278
3.475.258.077
196.443,239

162.385.072
5.605.948.860
27.273.714.545

763:580:011.070
763.580.011.070

A % 202244 %

-18,02%
5,81%
31,16%
26,44%
11,10%
58,19%
38,86%
0,93%
-63,52%
-98,38%
12,07%
12,76%
44,38%
13,57%
0,00%
2,23%
-22,45%
-12,36%
0,00%
-9,53%
-8.53%

% Penc.
2023

103,15%

3
2024
20,56%

22,16% 103,41%
8,94% 102,10%
-18,25%  109,68%
37.27% 105,10%
13,15%  106,656%
16,67% 101,01%
167,53% 94,85%
22,83% 102,34%
1257.29% 0,00%
10,52%  106,87%
9,67%  106,90%
160,32%  107,10%
-31,48% 84,70%
0,00% 0,00%
23,06% 111,15%
23,25%  101,66%
-1,54%  100,47%
0,00% 0,00%
16.22% 104,26%
16,22%  104,26%

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. dengan kontribusi

penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 21 dengan nilai Rp228.97 miliar
(growth 22.16%). kemudian diikuti PPN Dalam Negeri senilai Rp222.06 miliar

(growth 9.67%).

ﬁ

KPP PratamaTasikmalaya

16

% Penc.

2024

98,31%
94,56%
105,63%
105,63%
105,47%
89,40%
105.63%
105.63%
105.66%
0,00%
103,07%
103.07%
103,06%
103.06%
0,00%
103,22%
95,93%
105,14%
0,00%
100,02%
100,02%
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan tahun realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya:

Real@si—rRea]isasi Realisasi Realisasi Realisasi '
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ‘
! 2020 2021 2022 2023 2024 ‘
‘ Persentase Realisasi
. . 91,46% | 107,56% | 120,96% 104,51% | 100,02%
\»Penenmaan Pajak
B

Sumber- Website Appportal diakses pada 20 Jamzdri 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024
menurun dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada
tahun 2024 didorong oleh membaiknya perckonomian nasional, peningkatan harga
komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN,

penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending,

dan PPN PMSE. Selain itu, capaian

kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu
or, pengelolaan aktivitas PPM

mengikuti perkembangan

kegiatan ekonomi di berbagai sekt

dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca
pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

Perbandingan antara target yang terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja

(RENJA), Rencana strategis DJP tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan

target dan realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja o
Nama IKU ggrzie;"fah:n Target Tahun | Target Tahun Realisasi
enstra | 5454 RPJMN | 2024 pada PK
DJP ‘
Persentase Realisasl 100% = 100% ‘ 100,02% ‘
Penerimaan Pajak | B

Sumber: Website Appportal diakses pada 20 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan

pemulihan aktivitas
melatarbelakangi membaiknya kinerja penerim

ckonomi yang semakin menguat.
aan sampai dengan a

Beberapa hal

yang juga

khir Desember 2024

diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;

2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian
tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;

4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan

5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

KPP PratamaTasikmalaya
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4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Target Tahun | Standar Nasional | Realisasi Tahun

Nama KU 2024 (APBN) 2024
Persent isasi
ersen ase Rea%lsam 100% 100% 100,02%
Penerimaan Pajak

Sumber: Website Appportal diakses pada 20 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target
yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami
pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu
dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya
konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10%
menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya
kinerja PBB dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas
ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian
kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja,
antara lain:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan
pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam
menerbitkan STP.

b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran
yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan

kenaikan angsuran.
Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.

C.

d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusl.

e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa,
penyidik, dan penilat) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.

h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
i, Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPK), dan Pemerintah Daerah.

KPP PratamaTasikmalaya

18



LAPORAN KINERJA 2024

¢ Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinetja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong
penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:
a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas
ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor
utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan

pajak, antara lain:

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program
Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak
kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE);

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu
mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan

5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi
yang mendorong peningkatan fax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat

beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu

untuk bisa diterapkan secara efektif;

2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester 11 tahun

2022; dan

3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor
yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan
kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa
tahun 2024;

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan
akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-
one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penerimaan Pajak Kantor Pusat DIP;

c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan
kantor wilayah;

d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan
berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak
dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

——-g/___—f
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e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan
melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

o Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan
oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administras
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawal sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan  yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah

dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara

lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan
memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan
menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan

yang dilakukan lebih terarah.
c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan

perpajakan.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi
risiko vang dilakukan oleh organisasi adalah:
a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan
melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak
bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

/____________________—-—-—-
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b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan
konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya keptuahn pajak
melalui universitas dan sarana pendidikan.

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala
yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
tersebut antara lain:

a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi
dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan
kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor
utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan
yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint
program, joint analysis, joint business process)

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna
layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social

Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

e Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstreme.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan
dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap

perubahan iklim.

——_—__‘____‘——___—___—-_———-———-__é_
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b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,

pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan

langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi

Periode

Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib
Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif,
terintegrasi, dan berkelanjutan;

Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak
nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi
tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN
Tahun 2025;

Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak yang
andal;

Melaksanakan Rapat Pembinaan untuk koordinasi kebijakan dan strategi
pencapaian penerimaan tahun 2025;

2025

2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi

Perencanaan Kas

Proyeksi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024
TR Ql Q2 Sm. 1 Q3 | sdQ3| Q4 | Y2024

Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 108,41 | 104,51 | 104,51 | 108,86 | 108,86 106,81 106,81
Capaian 108,41 | 104,51 | 104,51 | 108,86 | 108,86 | 106,81 | 106,81

Sumber: Aplikasi mandor-djp

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan,

dan Pengawasan

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

ﬁ
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b. Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60
persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi
capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal
120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
dengan satu ditambah pertumbuhan realisas penerimaan pajak bruto nasional tahun
berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penj umlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (1)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan
realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan
realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang
asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim diadministrasikan di KPP
baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja
Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam
hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya
unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil
DJP/KPP baru; dan

2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini
Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa
Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur J enderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto
pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja
Kanwil DIP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja

M
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Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru,

adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode
dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya dari
Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang
terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai
Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada
suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai
tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode. Penghitungan IKU
Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu
triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja
Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas,
atau Surat Edaran oleh Direkiur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu
periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan
Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampal
dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya
Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada
suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak
awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai
Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak
terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi
dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan
termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan
penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu)
kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM vyang dituangkan dalam pokok-
pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim
teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi
penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan [KU Penerimaan

Kas
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1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara
realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu <
8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan
kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

¢. Formula IKU
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +
(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
e Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
(komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x
40%)

Komponen Pertumbuhan Nasional:
(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto
Unit Kerja Tahun Berjalan)

X 100%

(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto
Nasional Tahun Berjalan)

Komponen Pertumbuhan Unit Kerja:

(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan) x 100%
Catatan:

Rumus penghitungan realisasi penerimaan pajak bruto:

( Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan

— z - = 1) x 100%
Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu

e Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
( Proyeksi penerimaan kas - Realisasi

Deviasi : penerimaan kas ) X 100%
bulan = [ s ]
| Proyeksi penerimaan kas
——
_ Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi
Deviasi triwulan bulan (m3)
- 3

_—_ﬁ
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—

¥ Deviasi triwulan n (tn)
N

Deviasi s.d. triwulan n

(tn) =

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas

L. . Realisasi Persentase deviasi
Range deviasi penerimaan .
akurasi perencanaan
kas .
penerimaan kas
Deviasi < 1,00% 120
1,00% < Deviasi < 4,00% 110
4,00% < Deviasi £ 8,00% 100
8,00% < Deviasi < 12,00% 90
12,00% < Deviasi < 16,00% 80
Deviasi > 16,00% 70

d. Realisasi IKU
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 106.81 dari target
100.00 dengan rincian IKU Pertumbuhan Bruto berdasarkan data pada Aplikasi Mandor-

djp:
P Gahan Pertumbuhan | Pertumbuhan Re;(l)l:/?%:]li:U
Bruto 2024 Bruto 2023 2024 Unit Kerja % | Nasional % Kerja + 60%
(Maks 120%) | (Maks 120%) Nasi
_ } Nasional
| 782.745.892.406 | 669.235.881.345 16.96% | 116.96% 111.37% [13.61% |

Pada Tahun 2024 penerimaan bruto KPP Pratama

Rp782.

tahun 2023 yang sebesar Rp669.235.881.345,

pajak bruto tercapai sebesar 113.61%.

Sedangkan untuk rincian IKU Deviasi Perencanaan Kas:

Tasikmalaya

sebesar

745.892 406.- tumbuh positif sebesar 16.96% dibandingkan penerimaan bruto
- sehingga indeks realisasi pertumbuhan

| [ Realisasi |
Rata-rata Deviasi Per Triwulan Deviasi | IKU%
Prognosa Realisasi Deviasi sd. Tw | sd. Tw4
bln1-12 4 (Maks

TWI TW2 | TW3 | TW4 120%) |

732.277.673.188 | 763.580.473.070 5.95% | 527% | 11.18% | 6.03% | 1.33% | 5.95% 100.00% ‘

Pada tahun 2024 penerimaan pajak KPP Pratama Tasikmalaya memiliki selisih
antara proycksi dengan realisasi dari penerimaan yang cukup signifikan sebesar
Rp31.302.799.882,- dengan rata-rata deviasi perbulan sebesar 5.95% dengan rincian
perbulan sebagai berikut:

Realisasi
111.087.676.695 |i

Prognosa
110.596.822.000

No. Bulan
1. 12. Desember

f
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62.541.035.644 |

2. 11. November 62.818.990.000 |
3. | 10. Oktober 69.859.154.000 72.041.889.440
4. | 9. September 57.836.899.000 53.589.368.115 |
5. | 8. Agustus 60.132.389.000 62.524.678.758 |0
6. | 7.Juli 70.245.624.000 74.994.387.070 |
7. | 6. Juni 45.600.000.000 48.281.891.735
8. | 5. Mei 57.504.808.000 68.232.540.814 |
9. [ 4. April 69.183.257.000 75.410.350.361
10. | 3. Maret 52.939.242.188 56.555.178.025

" 11. | 2. Februari 35.096.710.000 38.067.598.352
12. | 1. Januari 40.463.778.000 40.253.878.061 |

TOTAL 732.277.673.188 763.580.473.070 |

Pada bulan Mei 2024 terdapat selisih realisasi dengan prognosa yang cukup
signifikan sebesar Rp10.727.732.814,- dengan presentase devasi sebesar 18.66%.
sehingga dari rata-rata deviasi perbulan mendapatkan capaian IKU Deviasi
Perencanaan Kas sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya:
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks realisasi 91.39 97.76 103.71 11158 | 10681

pertumbuhan
penerimaan pajak
bruto dan deviasi
proyeksi
perencanaan kas | | |
Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi pada
tahun sebelumnya. Capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 didorong dengan membaiknya
pertumbuhan penerimaan bruto dibandingkan tahun 2023, namun juga dipengaruhi oleh
besarnya persentase deviasi penerimaan yang cukup signifikan pada tahun ini
dibandingkan tahun lalu. Selain itu, capaian kinerja penerimaan bruto pajak tidak terlepas
dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ckonomi di
berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya
ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax

base PPh dan PPN.
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan
Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun Target Target
Nama [RU ~0p4Renstra | Tahun2024 | Tahun2024 | Realisasi
DJP RPJMN pada pK
Indeks realisasi
pertumbuhan
penerimaan . B 100.00 106.81
pajak bruto dan e ’
deviasi proyeksi
perencanaan kas

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

Tidak terdapat data target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan
deviasi proyeksi perencanaan kas pada dokumen Renstra DJP 2024 dan RPJMN 2024

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/ benchmark
i_nte_n]asional (jika ada)

‘ o Nama IKU Target | Standar | Realisasi
Tahun 2024| Nasional | Tahun 2024

[ndeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak i

| bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 100 100 106.81 B

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

Penerimaan pajak bruto sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui
target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang
mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah
satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya
konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10%
menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya
kinerja PBB dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas
ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
o Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya
yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
a. Melakukan perencanaan deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas dengan lebih
akurat.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan
pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan
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STP.
¢ Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran
yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan
kenaikan angsuran.
Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik,
dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
j. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat J enderal
Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan
Pemerintah Daerah.

gQ 0o o

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.
Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik tak lepas dari tren peningkatan harga
komoditas serta membaiknya perekonomian domestik dan global. Serta, Pengawasan
ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk monitoring dan

evaluasi.

o Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan
efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan
oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawal sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

¢. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

pernyataan Kinerja

e __—_—————__—-_-_____H_______________——————
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Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh
organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan
memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)

b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan
menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan

yang dilakukan lebih terarah.

¢, Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan
dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan
perpajakan.

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi
adalah:

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib
Pajak.

b. Melakukan pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan
dalam bentuk monitoring dan evaluasi setiap bulannya dalam bentuk rapat
pembinaan.

¢ Melakukan analisis terhadap data internal dan eksternal

o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi
dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
2 Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi
dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan
kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor
utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan
yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint
program, joint analysis, joint business process)

%
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Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan

maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDS]). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor

yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan

gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap

perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat

digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program banfuan langsung

tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan peningkatan kepatuhan Waijib Pajak
termasuk tata kelola teknologi informasi  dan
komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite
Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan
kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan
berkelanjutan;

Menyusun kebijakan dan strategl pengamanan
penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk
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target penerimaan pajak sesual amanat UU APBN |

Tahun 2023;

o Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan
setiap bulan dalam bentuk monitoring dan evaluasi

e Menyusun ulang action plan terkait kegiatan
pengawasan

. Analisis terhadap data internal maupun eksternal |

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024
TR Ql Q2 | sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
| Target 15% 40% | 40% 70% 70% 100% 100%
r Realisasi 18,68% | 41,98% | 41.98% 65.86% | 65,86% | 99,96% | 99.96% |
| Capaian 120% | 104.95% | 104,95% | 65,86% 65,86% | 99,96% - 99.96% J

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan

pajak yang optimal
b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan
telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak TKU Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak
hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas

Direktur Jenderal Pajak.
¢. Formula IKU

— . o M
[ Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PP < 100%4|

L Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

d. Realisasi IKU

l PPM

]

KPP PratamaTasikmalaya
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T | Realisasi " o Capaian |
Target Realisasi IKU % | Trajectory % KU %
|_70l.292.585,00() [ 701.000.112.546 99.96% | 100.00% | 99.96%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) KPP Pratama Tasikmalaya sebesar 701.000.112.546 tidak mencapai
target yang ditetapkan sebesar 701.292.585.000 sehingga didapatkan realisasi IKU
sebesar 99.96%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya: -
Realisasi| Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase realisasi penerimaan | 107.07% | 128.07% | 108.18% | 99.96%
pajak dari kegiatan Pengawasan
| Pembayaran Masa (PPM) J

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi capaian IKU Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM) pada tahun 2024 menurun dibandingkan realisasi tiga tahun sebelumnya,
sedangkan untuk tahun 2020 tidak terdapat IKU tersebut. Menurunnya realisasi tahun ini
disebabkan oleh Realisasi dari sektor utama penyumbang penerimaan yaitu sektor
perdagangan dan sektor Administrasi Pemerintahan (5 sektor) yang menurun.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang realisasi
penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang
telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan
b. Melakukan pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam

bentuk monitoring dan evaluasi

¢ Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal

Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
penyebab penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan
b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi

c. Analisis terhadap data internal maupun cksternal

KPP PratamaTasikmalaya
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o Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawal sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penetimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi
adalah:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan
b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk
monitoring dan evaluasi

c. Analisis terhadap data internal maupun eksternal

o Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

ﬁ
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e Analisis dukunga
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegah
gender,

Pajak s

pengentasan kemiskinan ekstrem

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a.

perubahan iklim.

digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang me

LAPORAN KINERJA 2024

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

tunai.

Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur
pemberdayaan masyarakat. dan pemberian subsidi serta

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Pelaksanaan THT Communication Skill dan
Analisis Proses Bisnis Wajib Pajak kepada AR
disertai dengan simulasi/praktik

Penyusunan  dan implementasi  strategi
dinamisasi  setoran  PPh 25 untuk
mengoptimalkan PPM diluar Wajib Pajak yang
ada di dalam Daftar Nominatif

Penyusunan  strategi penggalian  potensi
perpajakan dengan mengoptimalkan jenis
pajak lain yang diproyeksikan tumbuh pada
tahun berjalan

Periode

]

2025

4. Persentase Capaian Tin

Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan

realisasi IKU untuk Tahun 2024

n IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
an stunting, kesetaraan

ebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,

rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap

Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat

ndukung

dasar di wilayah terpencil,
program bantuan langsung

gkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

T/R Ql Q2 Sm.I | Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
‘ Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%
| Realisasi c3sa | 77.54% | 71.54% | 96.67% | 96.67% | 101.89% 101.89%
" Capaian TTa77% | 96.95% | 9693% | 10741% | 107.41% | 101.89% 101.89%

Sumber: Aplikasi mandor-djp

a.

Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax

compliance Wajib Pajak pada tahun

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian

/
KPP PratamaTasikmalaya
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penerimaan pajak yang optimal.
b. Definisi IKU

1.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan
dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan
Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan
kualitas waktu;

 SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau

bagian tahun pajak, yang meliputi:
a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

_ SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib

SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan
dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh
selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024
(tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan

status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation,
cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP
Penghasilan Tertentu sesual dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif,
dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan
melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3

ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak
Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak
Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil

ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan

jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan

SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain

Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

¢. Formula IKU

(2,2 x ;umiah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang  + iumlah SPT Tahunan pPh tahun pajak 2023 selain yang disarpaixan teoat N
disampa:kan tepat waktu oleh W2 wajib SPT: wakiu oleh W waiib SPT X 100%

[

Targel WP yang menyampaixan $OT Tanunan PPh 1ahun pajak 2023

/j
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d. Realisasi IKU
Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi sampai akhir Desember 2024 tercatat jumlah SPT Tahunan
Tahun Pajak 2023 yang diterima di KPP Pratama Tasikmalaya sebanyak 82.523
dengan rincian:

WP Wajib o | Bukan WP Bukan WP | '
SPT B Wajib Wajib Waijib SPT | Target SPT
Tepat SPT Tepat SPT ! &
Waktu Terlambat Waktu Terlambat |
‘ 44.059 6.502 12.164 19.798 105.412 89.642 |

Sehingga perhitungan realisasi berdasarka

(1,2 x 44.059) + 38.464

X 100%

n formula IKU:

89.642
=101.89%

Sehingga pada periode ini IKU capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat melebihi target yang telah

ditentukan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya:
—— 1
Realisasi | Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi
Nama IKU
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 | 2021 2022 2023 | 2024 |
Persentase capaian tingkal | g0 7505 | 100.43% | 103.57% | 87,33% | 101.89%
kepatuhan penyampaian SIP{L:
Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan dan Orang Pribadi | |

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi

pada tahun sebelumnya, namun lebih rendah daripada realisasi tahun

terjadinya penurunan realisasi/capaian kinerja karena:

| Kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak masih rendah
online dikarenakan rendahnya

7 Kesulitan melakukan pelaporan SPT secara

2022.

Sebab

kemampuan / pengetahuan IT dan Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari tempat

Layanan

3. Pelayvanan yang dilakukan KPP belum banyak menjangkau wilayah yang jauh

Upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh KPP Prata

a. Melakukan kegiatan edukasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan

b. Jemput bola langsung ke pusat bisnis dan tempat-tempat strategis
¢. Pelaksanaan Layanan Di Luar Kantor seperti di Mal Pelayanan Publik dan Konter

Pelayanan di PLUT Kabupaten Tasikmalaya

ma Tasikmalaya berupa:

KPP PratamaTasikmalaya
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3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.
Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
a. Penetapan Tim Kepatuhan Formal SPT Tahunan
b. Pelaksanaan koordinasi terkait edukasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan pada
pegawai di Instansi Pemerintah

c. Melakukan publikasi melalui media sosial, radio, koran, WA Blast kepada seluruh

WP Wajib SPT
d. Memasang baliho atau banner (stiker) SPT Tahunan di beberapa lokasi strategis

dan transportasi umum
e. Mengirimkan himbauan pelaporan SPT Tahunan kepada pemberi kerja, bendahara,

pemerintah daerah kota/kabupaten

£ Menerbitkan himbauan penerbitan bukti potong kepada pemberi kerja, bendahara
pemerintah daerah kota/kabupaten

g. Penetapan NE Jabatan yang tepat

h. Pelaksanaan Layanan Di Luar Kantor seperti di Mal Pelayanan Publik

i. Monitoring dan Evaluasi secara berkala

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya
organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagal
berikut:
a. menggencarkan sosialisasi penggunaan DJP Online sebagai sarana WP melaporkan
SPT Tahunan secara online sehingga tidak perlu mengantri di KPP
b, melibatkan relawan pajak dalam asistensi SPT Tahunan

s Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan Kinerja
Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi
sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
1. Membentuk Satgas SPT Tahunan
2. Melakukan kegiatan edukasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan
3. Mengirimkan himbauan pelaporan SPT Tahunan kepada pemberi kerja, bendahara,
pemerintah daerah kota/kabupaten
4. Memasang baliho atau banner (stiker) SPT Tahunan di beberapa lokasi strategis
dan transportasi umum
5. Jemput bola ke pusat bisnis dan tempat-tempat strategis
6. Pelaksanaan Layanan Di Luar Kantor seperti di Mal Pelayanan Publik

__——__—__—________’______——’————————__—‘_ﬂ—-——___——_
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e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas
adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang
dilakukan oleh organisasi adalah:
a. Penetapan Tim Kepatuhan Formal SPT Tahunan
b. Melakukan kegiatan edukasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan
c. Melakukan publikasi melalui media sosial, radio, koran, WA Blast kepada seluruh
WP Wajib SPT
Mengirimkan himbauan pelaporan SPT Tahunan
Menerbitkan himbauan penerbitan bukti potong kepada pemberi kerja, bendahara
pemerintah daerah kota’kabupaten
Jemput bola ke pusat bisnis dan tempat-tempat strategis
Pelaksanaan Layanan Di Luar Kantor seperti di Mal Pelayanan Publik
Monitoring dan Evaluasi secara berkala

e o

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala. beberapa kendala yang dihadapi
oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
e Jumlah Wajib Pajak SPT cukup besar namun banyak dengan kondisi penghasilan
di bawah PTKP
e Kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak masih rendah
e Kesulitan melakukan pelaporan SPT sccara online dikarenakan rendahnya
kemampuan / pengetahuan IT dan Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari tempat
Layanan
e Pelayanan yang dilakukan KPP belum banyak menjangkau wilayah yang jauh
e Pemanfaatan data Perpajakan atas Wajib Paj ak yang belum melaporkan SPT belum
optimal.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:
a. Melakukan kegiatan edukasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan
b. Jemput bola langsung ke pusat bisnis dan tempat-tempat strategis
¢ Pelaksanaan Layanan Di Luar Kantor seperti di Mal Pelayanan Publik dan Konter
Pelayanan di PLUT KabupatenTasikmalaya
d. Penetapan NE Jabatan yang tepat
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e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

e Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan
gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan giz1 masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung

tunai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

—

[ Rencana Aksi Periode

e Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak melalui SMS Blast 2025
dan pemasangan Spanduk

o Penyuluhan melalui kerja sama dengan perusahaan yang
memiliki banyak Wajib Pajak OP karyawan terdaftar

o Pemberian edukasi dalam bentuk leaflet mengenai tata cara/
prosedur yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal
lupa EFIN

e Membentuk Satgas SPT Tahunan dan Tim Kepatuhan Formal

o Membuat rencana kerja Satgas SPT Tahunan

ﬁ
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Menerbitkan himbauan penerbitan bukti potong kepada
pemberi kerja, bendahara pemerintah daerah kota/kabupaten

Mengirimkan himbauan pelaporan SPT Tahunan kepada
pemberi kerja, bendahara, pemerintah daerah kota/kabupaten

Memasang baliho/banner di tempat strategis
Melakukan sosialisasi/asistensi SPT Tahunan

Melakukan publikasi melalui media sosial, radio, koran, WA
Blast kepada seluruh WP Wajib SPT

Jemput bola ke pusat bisnis dan tempat-tempat strategis
Penetapan NE Jabatan yang tepat

Pelaksanaan Layanan Di Luar Kantor seperti di Mal
Pelayanan Publik

Monitoring dan Evaluasi secara berkala

5. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM)

1. P_erbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 -
TR Ql Q2 Sm. 1 Q3 sd.Q3 | Q4 Y 2024
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Realisasi 18.41% | 25.89% | 25.89% | 47.27% | 47.27% 100.71% 100.71% |

Capaian : 73.64%‘ 51.78%‘ 51.78% | 63.03% | 63.03% 100.71%| 100.71%

Sumber: Aplikasi mandor-djp

a.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada -ahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian
penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Meterial
(PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi
Pengamanan Penerimaan Paj ak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan
telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak [KU Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM} dan
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak

%
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Kepala Kantor Wilayah DJP ke
dan ditetapkan melalui nota dinas

Ji( 1000/0
____I

hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
Direktur Jenderal Pajak.

¢. Formula IKU
‘ Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
| Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

d. Realisasi IKU

PKM
Target Realisasi Reahs;sn Lo TraJ;:/ctory Capaian IKU %
(] (1]
62.139.281.000 | 62.580.360.524 100.71% 100.00% | 100.71% |

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) KPP Pratama Tasikmalaya mencapai realisasi  sebesar
Rp62.580.360.524 dari target yang ditetapkan sebesar Rp62.139.281.000 sehingga
didapatkan realisasi IKU sebesar 100.71%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya:

Realisasi| Realisasi| Realisasi| Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase realisasi penerimaan " 113.03% | 99.91% | 72.09% |100.71%
pajak dari kegiatan Pengujian
' Kepatuhan Material (PKM) | , | ]
Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya
Realisasi capaian IKU Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan

Material (PKM) pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi dua tahun
sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh

pengawasan secara ferus menerus atas pencapaian target pe
monitoring dan evaluasi, melakukan penyusunan DPP yang optimal dari Pengaw

nerimaan dalam bentuk
asan dan

Pemeriksaan, dan melakukan analisis yang komprehensif dalam pembuatan LHPT dari

DPP yang ditetapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan

penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Materi

telah mendukung pencapaian kinerja. antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan

bentuk monitoring dan evaluasi

pengawasan

b. Melakukan pengawasan ketat atas pencapaian target penerima

oleh organisasi untuk menunjang realisasi
al (PKM). Upaya yang

an setiap bulan dalam
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c. Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal
d. Menyusun DPP yang optimal dari Pengawasan dan Pemeriksaan

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan

Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi
adalah:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan
b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk
monitoring dan evaluasi

c. Analis terhadap data internal maupun eksternal
d. Menyusun DPP yang optimal dari Pengawasan dan Pemeriksaan

« Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi

antara lain:
2. Bahan baku untuk proses Pengawasan dan Pemeriksaan kurang berkualitas

b. Masih adanya kesenjangan kompetensi AR masih cukup besar
c. Jangka waktu penyelesaian proses Pengawasan maupun Pemeriksaan sering tidak

tepat waktu
d. Penagihan aktif dengan Surat Paksa belum dilaksanakan secara optimal.
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o Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

¢ Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan
gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastrukrur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung
tunai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

[ Rencana Aksi ‘ Periode 1
» Pengawasan secara terus menerus atas pencapaian 2025

target penerimaan dalam bentuk monitoring dan

evaluasi
¢ Menyusun DPP yang optimal dari Pengawasan dan

Pemeriksaan ‘
e Melakukan analisis yang komprehensif ~dalam

pembuatan LHPT dari DPP yag ditetapkan ‘

e Menyusun DPP mandatory yang potensial bayar

e
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6. Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan

Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

I

TR Ql Q2 Sm. 1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74 %
Realisasi T181% | 30.65% | 50.65% | 73.48% | 73.48% | 88.80% | 88.80% |
Capaian 118.14% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00%

Sumber: Aplikasi mandor-djp

a.

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan
informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib
Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya,
transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi
perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non
pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta
meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual)
untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan
pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli
dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema 11 - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan
Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan

edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan
melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh
melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak
menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan
penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi
kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah
maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh
masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal
sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana
kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan
penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan

’f—ﬁ
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persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan
DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi
perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III,
komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT

tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai
berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi
yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh
tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
¢. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;
Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan

Tahun 2024

¢. Formula IKU
{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x

Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan
Penyuluhan sampai dengan Q4 adalah 88,80% dengan capaian IKU sebesar 120%.

Data Unit Kerja

g

Peruanan Paniaki e L

e |

a3 aa

-----

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

425 - PRATAMA TASIKMALAYA
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2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahu

n 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya:
Nama IKU Realisasi | Realisasi | Realisasi Realisasi ‘ Reahsa51—‘
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 ‘
Persentase perubahan 20.40% | 71.23% | 120% | 84.00% | 88.80%
perilaku lapor dan bayar atas
kegiatan edukasi dan '
penyuluhan | ‘

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal karena KPP
Pratama Tasikmalaya aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan asistensi kepada
Wajib Pajak, sering melakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak, serta melakukan
koordinasi dengan AR pengampu terkait Wajib Pajak yang akan di berikan edukasi

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang persentase
perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang
telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban
perpajakan

b. Melakukan kunjungan/visit ke Wajib Pajak

c. Berkoordinasi dengan AR pengampu terkait Wajib Pajak yang akan di berikan
edukasi

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja persentase perubahan perilaku lapor
dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:
1. Aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan asistensi kepada Wajib Pay ak
9. Berkoordinasi dengan AR pengampu terkait Wajib Pajak yang akan di berikan

edukasi

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

/
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organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapal.

e Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan Kinerja
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi
sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
1. Membuat rencana kerja penyuluhan tahun 2024
2. Melakukan kegiatan edukasi dan asistensi sesuai dengan rencana kerja penyuluhan

tahun 2024 yang sudah di buat
3. Konsisten dalam merealisasikan rencana kerja penyuluhan tahun 2024

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya
risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh
organisasi adalah:
1. Aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan asistensi kepada Wajib Pajak
2. Berkoordinasi dengan AR pengampu terkait Wajib Pajak yang akan di berikan
edukasi
3. Melakukan visit/kunjungan ke Wajib Pajak
Aktif melakukan persuasi kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan
o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh

organisasi antara lain:

1. Wajib Pajak yang di undang untuk kegiatan edukasi tidak hadir

2. Wajib Pajak yang tidak dapat di hubungi melalui telepon atau saluran Whatsapp
3. Alamat Wajib Pajak yang sulit untuk ditemukan

Serta upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:
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1. Untuk memenuhi target kegiatan penyuluhan, Penyuluh mencari Wajib Pajak baru
yang potensial
2. Melakukan visit langsung ke alamat Wajib Pajak
3. Berkoordinasi dengan AR pengampu terkait data profil Wajib Pajak terbaru yang
hendak di berikan edukasi

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya
Rencana Aksi

Perio

de

Membuat rencana kerja penyuluhan tahun

2025

Memilih wajib pajak potensial untuk
dimasukkan ke DSPT

2025

7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Ql Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 | Y2024
Target 5% 10% 10% 15% 15% 100% 100%
Realisasi €11% | 12.00% | 12.00% | 18.00% | 18.00% | 108.93% | 108.93%
Capaian 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00 | 120.00 | 108.93% | 108.93%

|

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

a.

Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan
informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib
Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya,
transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada
Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders
lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil
dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survel.
Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan I diperoleh dari hasil survel yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan
yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi
perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh
Kanwil DJP.
Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat.
Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP

—_——/
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melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama
dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efekuvitas
Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.
Survei tersebut mengukur:
1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DIJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar
594 dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait
kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

¢. Formula IKU
Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampatl
dengan Q4 adalah 108,93%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun
sebelumnya:

Realisasi| Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2(24

Indeks Kepuasan Pelayanan| g9 1494 | 8525% | 93,91% | 84.22% | 10893%
dan Efektivitas Penyuluhan

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Nama IKU

Capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama
Tasikmalaya mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan empat tahun
terakhir. hal ini dikarenakan KPP Pratama Tasikmalaya telah berusaha untuk
memberikan pelayanan secara baik tanpa membedakan Wajib Pajak, namun karakteristik
Wajib Pajak yang bermacam-macam juga mempengaruhi capaian IKU ini.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Indeks

Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung

pencapaian kinerja, antara lain:
4 Aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan asistensi kepada Wajib Pajak

b. Berkoordinasi dengan AR pengampu terkait Wajib Pajak yang akan di berikan

edukasi
c. Melakukan visit/kunjungan ke Wajib Pajak
Aktif melakukan persuasi kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan
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e

s Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan
dan Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:
1. Aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan asistensi kepada Wajib Pajak
7. Konsisten dalam memberikan pelayanan yang baik dan solutif

o Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan
melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang
dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesual dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapal.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari
program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang
telah dilakukan antara lain:

. Membuat rencana kerja penyuluhan tahun 2024
2. Melakukan kegiatan edukasi dan asistensl sesuai dengan rencana kerja

penyuluhan tahun 2024 yang sudah di buat

3. Konsisten dalam merealisasikan rencana kerja penyuluhan tahun 2024

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat
dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi
penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan asistensi kepada Wajib Pajak
2. Konsisten dalam memberikan pelayanan yang baik dan solutif
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¢ Analisis atas

kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil

untuk mengatasi kendala

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa
kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi adalah Karakteristik Wajib
Pajak yang bermacam-macam. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

memberikan pelayanan secara baik tanpa membedakan Wajib Pajak

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

—

Rencana Aksi | Periode

Memberikan pelayanan secara prima ‘ 2025

8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Ta ‘Pe_rb_andingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

]

[ TR Ql Q2 Sm. | Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
[ Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
\ Realisasi | 97.27% | 109.64% | 109.64% | 99.14% | 99.14% | 118.07% 118.07%
Capaian | 108.08% | 120.00% | 120.00% | 110.16% 110.16% | 118.07% | 118.07%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan
ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib
Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
b. Definisi IKU

Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan
bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait
tempo penerimaan di tahun

Pengawasan Pembayaran
terhadap penerimaan pajak dalam
dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh
2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan
Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase
Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data
Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

2. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah

persentase perbandingan antara jumlah Daftar Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya

Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan.
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Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas
terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi. atas
pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi
besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota
Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh,
PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; atas
masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak
Oktober tahun berjalan untuk STP Masa. dan tahun pajak sebelum tahun
berjalan untuk STP Tahunan; atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi
pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan nominal
sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DIP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Scharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan I, 11, I1I, dan IV adalah atas Dafiar Nominatif STP yang diturunkan
melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode
triwulan, yaitu:

- triwulan [: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 1I: sampai dengan bulan Mei;

_ triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan TV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut
Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusal yang ditetapkan
sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan tindaklanjut Daftar
Nominatif STP selain huruf ¢ yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada huruf b.

2 Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan
atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi
Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak
yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

¢ Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan
jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari
Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan
angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan
keadaan usaha atau kegiatan W ajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN
dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif
sebagai data lainnya.

f Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib
Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam
bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHP):

Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang

g
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Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak
yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah
penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

4 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian:

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan
dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil
Penelitian (LHP1);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Scharusnya
Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan 111 adalah jumlah penelitian atas data
pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan
terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari,

- triwulan II; sampai dengan bulan Mei; dan

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan TV, jumlah Penelitian Data Perpajakan
yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan
bulan September;

e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu
vang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa
pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya
dilakukan oleh Account Representative;

f Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan
(LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(LHP2DK) tahun berjalan:

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK
tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.

. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu
yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut
melalui Nota Dinas Kantor Pusat DIJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan,
berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
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- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut
(penyebut # 0). maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran
Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana
berikut:

- 30% untuk Persentase Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti;

_ 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen
tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot
50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka
mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen
yang memiliki target angka mutlak.

¢. Formula IKU
(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase Wajib Pajak Strategis)
pengawasan = +
pembayaran masa (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa

Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis =

Jjumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut 8 400/> N
(]umlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti i

((Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 X 30%)) +

((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan X 30%))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan):

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti s 300/> N
(Iumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti ’

(((Capaian Kuantitas penambahan WP x 75%) + (Capaian Kualitas penambahan WP x 25%)) x 40%) +

((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%))
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d. Realisasi IKU
Realisasi

meningkatkan kepatuhan pemba
penjumlahan Persentase Daftar
Persentase Penelitian Kenaikan A
Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensi
Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun

Persentase Pengawasan

yaran pajak yang
Nominatif STP yang

LAPORAN KINERJA 2024

Pembayaran Masa bertujuan untuk

Kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

Persentase Daftar Nominatif STP yang scharusnya ditindaklanjuti:

dibagi kedalam tiga indikator yaitu
Seharusnya Ditindaklanjuti,
ngsuran PPh Pasal 25 (WP Strategis), Persentase
fikasi (WP Kewilayahan) dan Persentase
Berjalan atas Wajib Pajak Strategis dan

Jenis WP

a

Target Realisasi
Dafnom | Target Selain .
STP IKU Dafnom Total | Nominal STP
b C d

Strategis_

1227 | 1227 | 1443
Kewilayahan 4.050 | 4.050 4.650

217 |

1.660

151

4,801

‘ Realisa:|
‘ 1KU %

Dafnom |
e f g h = fic <‘
1.935.563.

169 | 120.00%
118'5%

I 13.897.842.954

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Jenis WP

Kuantitas

Kualitas

Target

Realisasi

Realisasi
%

Target

Realisasi

Realisasi
%

Realisasi_|
1IKU %
60%
Kuantitas
+ 40%
Kualitas

a

b

d

e

g

h=d+g

Strategis

63

68

107.94%

63

94

149.21%

Kewilayahan

98

101 ‘ 103.06%

Persentase Penelitian Kenaikan Angsur

98

187

190.82%

an PPh Pasal 25 (WP Strategis)

120.00%
120.00%

i

Kuantitas Kualitas Bobot Bobot .
lisasi Realisasi | Kuantitas | Kualit Reglsas)
A i uantitas ualltas
Target | Realisasi Rea°/|osasu Target | Realisasi eao/losasn (:0%)51 (60%) IKU
16 | 21 \ 120.00% 16 \ 21 \ 120.00% 48.00% 72.00%\ 120.00%
- =S
Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (WP Kewilayahan):

Persentase
Kuantitas

— |

‘ DSPE KPDL DEREINON NON DSPE LHP2DKE Outstanding Target Total N
KPDL Realisasi
| | i Bobot Jumiah Bobot %
= = = Kuantitas
<=42 | >42 | < 4?] >42 | <=42 | >42 SP2DKE
a b C d
14 29 1 112
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r Kualitas Bobot Bobot CalpKaLIJan

| Kuantitas Kualitas Rela|l(iljasi (Maks
Target | Realisasi Realisasi% (75%) (25%) 120%) |

} n —‘ 0 P q r s=qr t

| 88.40 ‘ 91,5 103.51% 85.55% 25.88% 111.43% 111.43%

Sehingga didapatkan realisasi persentase pengawasan pembayaran masa Wajib
Pajak Strategis sebesar 120.00% dan realisasi persentase pengawasan pembayaran
masa Wajib Pajak Kewilayahan scbesar 116,13%

2. Perbandingan antara Realisasi [KU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya:
Realisasi | Realisasi Realisasi | Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 ‘ 2024
—_— — | —K
Persentase pengawasan g 100% | 103.59% | 112.76% | 118.07%
pembayaran masa | |

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024
lebih baik dibandingkan realisasi tiga tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2020
tidak terdapat IKU tersebut. Meningkatnya realisasi ini didukung oleh pengawasan ketat
atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk monitoring dan evaluasl.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

o Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Persentase

pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja,

antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan

b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi
¢. Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan Persentase pengawasan pembayaran masa.

Hal-hal tersebut antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan
b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi

/_———-———‘—-—'_‘_————JJH_
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c. Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi
terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh
organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesual dengan
kompetensi yang dimiliki.

c.  Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja
Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang
telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan

antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pen gawasan

b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi
c. Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun

pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan
melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak.
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengaw asan
b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi
c. Analisis terhadap data internal maupun eksternal

o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala,
beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan

KPP PratamaTasikmalaya
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e —

b. Pengawasan ketat atas pencapaian target penerimaan setiap bulan dalam bentuk

monitoring dan evaluasi
o Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

4. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.

e Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan
gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan
terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim.

b. Pencrimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung
tunai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya N

Rencana Aksi Periode |

|r- Pelaksanaan [HT Communication Skill dan 2025 ‘
Analisis Proses Bisnis Wajib Pajak kepada AR \

| disertai dengan simulasi/praktik ‘

e Penyusunan dan implementasi strategi dinamisasi | |
| setoran PPh 25 untuk mengoptimalkan PPM diluar | |
| Wajib Pajak yang ada di dalam Daftar Nominatif | |

A

—________——————_-____________________.__—-—-—- —————
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Penyusunan strategi penggalian potensi perpajakan
dengan mengoptimalkan jenis pajak lain yang
diproyeksikan tumbuh pada tahun berjala

9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TR Ql | Q2 Sm. I Q3 sd.Q3 | Q4 Y 2024
Target T00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Realisasi 29550, | 79.59% | 79.59% | 101.33% | 101.33% | 114.18% | 114.18% |
Capaian =9.55% | 79.59% | 79.59% | 101.33% | 101.33% | 114.18% | 114.18% |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

a.

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepal
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu
kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan

kewajiban perpajakannya.
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

(Bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan
salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan
Surat Permintaan Penjeclasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan
ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data

dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas

Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot
Laporan Hasil Penelitian (LHPY) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024
termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan

jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah

target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot

capaian penyelesaian DPP Tahun

2024 dan SP2DK Outstanding dengan

—_—_—_—ﬁ
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jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau
Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak
Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas
SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk
seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/P1/2022 berdasarkan
Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal
dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi
LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai
SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang
diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun
2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah
jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-
masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;

2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai
SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya
(Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya
(Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas
kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan
penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP
Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur
dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu
dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk
meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan
kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan
pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan
berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data
Konkret. maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret
sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90
hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai
ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan

capaian dua komponen:

—!ﬁ
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A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian
Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian
Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP
maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian
LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak
tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan
puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat
bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak
tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-
9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari yang ditindaklanjuti
tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan
indikasi  ketidakpatuhan  maupun usulan pemeriksaan  data
konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt
mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu

dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun
2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih

lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak

Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan

rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan
Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain,
dengan ketentuan:
1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK
adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan
pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam
Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK
lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan
pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-
masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;
2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang
lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak

;—ﬁ_
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yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

3) usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti
dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah
disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

C.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian
(LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan < 90 hari

yang ditindaklanjuti

tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan

pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi tobot [,2.
Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP
maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen

Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan
lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Formula IKU

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan
atas data dan/atau
keterangan

(Maksimal 120%)

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan
atas data dan/atau
keterangan Wajib Pajak
Strategis

(Maksimal 120%)

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas
data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas
data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis
Kewilayahan))

(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak
Lanjut)

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuei

Capaian Penelitian . DPP 2024 )
(Maks 120%) S % 10076
Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis
Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak
: i : Strategis
Capaian Tindak Lanjut ~ _ g < 100%

(Maks 120%)

Persentase penyelesaian
permintaan penjelasan
atas data dan/atau
keterangan WP Lainnya
(Berbasis Kewilayahan)
(Maksimal 120%)

Capaian Kuantitas =
(Maks 120%)

I!

Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak
Strategis

(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capailan
LHP2DK dari SP2DK Outstanding)

/
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Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis

Kewilayahan) secara kualitas % 100%

Capaian Kualitas - Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

secara Kualitas

d. Realisasi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu

kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas
data dan/atau keterangan dibagi menjadi dua kategori Wajib Pajak Strategis dan Wajib
Pajak Kewilayahan.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Wajib Pajak Strategis dengan realisasi 120% adalah penjumlahan realisasi dua
komponen yaitu:

l.

komponen penelitian (bobot 40%) berupa LHPT yang pada KPP Pratama
Tasikmalaya tahun 2024 tercapai sebesar 225 dari target 160 dengan persentase
capaian 120%, dan
komponen tindak lanjut (bobot 60%) berupa LHP2DK dengan Jumlah scbot
LHP2DK atas DPP 2024 sebesar 169 serta Dafnom LHP2ZDK dari SP2DK
Outstanding sebesar 105 dengan jumlah bobot 73.83 dari target LHP2DK sebesar
160 sehingga mendapat capaian 120%.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Wajib Pajak Kewilayahan dengan realisasi 109.38% dihitung dengan menjumlahkan
dua komponen yaitu:

1.

2

komponen kualitas (bobot 60%) tercapai sebesar 977,05 dari taget 920,50 sehingga
memperoleh capaian kualitas sebesar 106.20%

komponen kuantitas (bobot 60%) tercapai sebesar 728,80 dari target 713,05 dengan
capaian 102.21% untuk LHP2DK dari DPP, dan 261 dari target 207 dengan capaian
126.09% untuk LHP2DK dari SP2DK Outstanding.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya:
Nama IKU Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 |

Resentass 104.08% 120% 120% 120.63% 114.18%

penyelesaian

permintaan

penjelasan atas

data dan/atau

keterangan |

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada

tahun 2024 lebih rendah dari pada realisasi 3 tahun sebelumnya disebabkan oleh

_————_ﬁ
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penurunan capaian realisasi komponen kualitas atas jumlah tindak lanjut atas DPP dan
tindak lanjut atas SP2DK Outstanding pada tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas 1IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Persentase
penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah
mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
a. Melakukan penyusunan ulang action plan terkait kegiatan pengawasan

b. Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal
c. Melakukan Penyusunan DPP yang optimal

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase penyelesaian permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:
a. Menyusun ulang action plan terkait kegiatan pengawasan
b. Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal
¢. Menyusun DPP yang optimal dari Pengawasan dan Pemeriksaan

o Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan Kinerja
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun
2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
1. Melakukan IHT pengembangan kompetensi
2. Melakukan Bedah profile Wajib Pajak

—_——___E______
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3. Malakukan Analisis terhadap data internal maupun eksternal

¢ Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi
adalah:
1. Melakukan THT pengembangan kompetensi

2. Melakukan Bedah profile Wajib Pajak
3. Melakukan Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan
upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan IHT pengembangan kompetensi
2. Melakukan Bedah profile Wajib Pajak
3. Melakukan Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

o Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan
gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak scbagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,

rehabilitasi ckosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap

gﬁ
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perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung

tunal.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya
Rencana Aksi

e Melakukan IHT pengembangan kompetensi
» Melakukan Bedah profile Wajib Pajak

e Melakukan Analisis terhadap data internal maupun
eksternal

Periode

2025

10. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Ql Q2 | Sm.I Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024 |
Target 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Realisasi | 113.32% | 116.81% | 116.81% | 118.42% | 118.42% | 120.00% | 120.00%
Capaian | 113.32% | 116.81% | 116.81% | 118.42% | 118.42% | 120.00% | 120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk
mendorong kepatuhan sukarela.
b. Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua)
komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari
masing-masing komponen sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara J umlah
Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP
yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
2 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan
pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun
pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

#—_——_——_ﬁ
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3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran
yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran
yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan
adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat
melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan I, 1L, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang
diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada
tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 1I; sampai dengan bulan Mei;

- triwulan IIT: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar
Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai
target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui
sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung
N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data
Matching.

f  Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase
Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor

Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga
Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di
approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH
tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang
tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki
Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau
pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak,

—u—__/_—____—.—————-—-_'_—_—"____/—
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AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi
dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jilka WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah
mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi
dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh
kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30
September 2024.

. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
¢, Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian
komponen Data Matching dihitung N/A
Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.
Contoh perhitungan:
Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target

Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data

pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk
sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan
membuat LHPt menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat
data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan 1 sebagai
berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara
persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi
100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun
berjalan di Triwulan I adalah:

= (100/100) x 100%

=100%

Capaian komponen = Realisasi komponen/ target komponen

= 100%/100%

=100%"

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan
antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan
Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP,
schingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga
perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai

berikut:

=[(16+8)/(50 - 10)] x 100%

=60%

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen
= 60%/80%

_—_—_________________/__———————-___,_______
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=75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

KU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari
Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

= (100%+ 75%) /2

=87,5%

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

=87,5% /100%

=87,5

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

¢. Formula IKU
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:
(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)

2

Pemanfaatan Data STP:
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti

100%
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti & ’

Pemanfaatan Data Matching:
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account

Representative di KPP...)

Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti 100%
X
Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti ?

d. Realisasi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua)

komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun realisasi dari
masing-masing komponen sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP
Target Realisasi
Dafnom Target Selain . Persi)n(t)ase
STP STP Dafnom i Total | Nominal STP STP %
a b c d e f g = (cataue)/b
1.823 1.823 .| 2.249 331 2.579 3.846.399.465 120.00% i

e
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Pemanfaatan Data Matching
Target Realisasi
I‘n g’f‘aroet Dat ‘ eallsast Persentase
Data [ Matcl?in (802"/ Ditindaklanjuti | Ditindaklanjuti Data
Pemicu g (9970 AR WP Matching %
Data Pemicu) |
a b (c d e = (c+d)/b
918 720 140 | 905 120.00% |

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

Dari data tersebut didapatkan realisasi persentase capaian IKU Pemanfaatan data
selain tahun berjalan sebesar 120%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima

tahun sebelumnya:

‘ Realisasi| Realisasi | Realisasi| Realisasi Realisasi
Nama IKU
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
I 2020 2021 2022 2023 2024 |
p— T T —== 1|
Persgntase Pemagfaatan Data ) R i 120% 120% |
| Selain Tahun Berjalan ‘ | |

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 sama
dengan 2023, serta tidak terdapat IKU ini pada tahun 2020 s.d. 2022

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Persentase

Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapalan

kinerja, antara lain:

a. Melakukan bedah Profil Wajib Pajak

b. Melakukan IHT Pengembangan kompetensi

¢. Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal

d. Menyortir Wajib Pajak yang perlu diprioritaskan berdasarkan KLU atau sektor

tertentu (Menyediakan data Faktur 000)
e. Memilah Wajib Pajak berdasarkan kemampuan bayar (Menyediakan data PPHTB)

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain
Tahun Berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Melakukan bedah Profil Wajib Pajak
b. Melakukan IHT Pengembangan kompetensi

e
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Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal

Menyortir Wajib Pajak yang perlu diprioritaskan berdasarkan KLU atau sektor
tertentu (Menyediakan data Faktur 000)

Memilah Wajib Pajak berdasarkan kemampuan bayar (Menyediakan data PPHTB)

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan
oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, schingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan merupakan hasil dari

program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang
telah dilakukan antara lain:

a0 oo

€.

Melakukan bedah Profil Wajib Pajak

Melakukan IHT Pengembangan kompetensi

Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal

Menyortir Wajib Pajak yang perlu diprioritaskan berdasarkan KLU atau sektor
tertentu (Menyediakan data Faktur 000)

Memilah Wajib Pajak berdasarkan kemampuan bayar (Menyediakan data PPHTB)

o Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 dapat

dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi
pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi

adalah:

a.

Menyusun laporan pengawasan himbauan dengan berfokus pada SP2DK yang

belum terealisasi

Melakukan bedah Profil Wajib Pajak
Melakukan THT Pengembangan kompetensi
Analisis terhadap data internal maupun eksternal
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e. Menyortir Wajib Pajak yang perlu diprioritaskan berdasarkan KLU atau sektor

tertentu (Menyediakan data Faktur 000)

f  Memilah Wajib Pajak berdasarkan kemampuan bayar (Menyediakan data PPHTB)

o Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa

kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan
untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

ST

Melakukan bedah Profil Wajib Pajak

Melakukan IHT Pengembangan kompetensi

Melakukan analisis terhadap data internal maupun eksternal

Menyortir Wajib Pajak yang perlu diprioritaskan berdasarkan KLU atau sektor
tertentu (Menyediakan data Faktur 000)

Memilah Wajib Pajak berdasarkan kemampuan bayar (Menyediakan data

PPHTB)

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a.

Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan

gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a.

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap

perubahan iklim.
Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat

digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
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c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung

tunai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

e Menyusun laporan pengawasan himbauan dengan
berfokus pada SP2DK yang belum terealisasi

o Melakukan bedah Profil Wajib Pajak

Melakukan IHT Pengembangan kompetensi

o Analisis terhadap data internal maupun eksternal

e Menyortir Wajib Pajak yang perlu diprioritaskan
berdasarkan KLU  atau  sektor  tertentu
(Menyediakan data Faktur 000)

e Memilah Wajib Pajak berdasarkan kemampuan
bayar (Menyediakan data PPHTB)

2025

11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm. I Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024 |
Target 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100%
Realisasi 130.00% | 120.00% | 120.00% | 106.14% | 106.14% | 115.54% | 115.54%
Capaian 120.00% | 120.00% | 120.00% | 106.14% | 106.14% | 115.54% | 115.54%

Sumber: Aplikasi Mandor-djp

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data
berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat
mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk

mendorong kepatuhan sukarela.
b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka
memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target

PKM Pemeriksaan.
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Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot

30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan

yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan

Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan [ tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana
aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan Il memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana
aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana
aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada triwulan [V tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana
aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu.
Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan
Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap
disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima
oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-
masing KPP."

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti
yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan
Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang
diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada
aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

(bobot 30%)
DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib
Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana
dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau
perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau
perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif
Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial
Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan
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memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi
Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku
Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi
antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang
diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan
(sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:
Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum

tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan
Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase
penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c¢. Formula IKU
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu =
30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku
pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
(Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120% )

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot
30%) =
(akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) =
nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
(bobot 30%) =
Nilai Potensi vang divsulkan

x 100%
Target Pemenuhan Bahan Baku (-

d. Realisasi IKU
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu,

dalam kegiatan ini diukur melalui 3 komponen, yaitu:

Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

Tepat Waktu (bobot 30%)
Berikut ini adalah rincian atas realisasi Laporan Pelaksanaan Tugas Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu:

'—_—_ﬁ
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' Triwulan Poin ‘ Realisasi ‘ Ta—rge_tr Capaian
Akumulasi | |
I 12 120% | 100% 120%
I 24 120% 100% 120%
I 3.6 120% 100% 120%
v 4.8 120% 100% 120%

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu

dengan ketentuan:

a. Laporan pelaksanaan tugas dilaporkan sebelum tanggal 20 pada bulan yang
ditentukan dihitung 1,2 poin;

b. laporan pelaksanaan tugas dilaporkan pada tanggal 20 pada bulan yang
ditentukan dihitung 1 poin; dan

c. laporan pelaksanaan tugas dilaporkan setelah tanggal 20 pada bulan yang
ditentukan sampai dengan akhir bulan berikutnya dihitung 0,5 poin.

Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum
tersedia pada aplikasi Mandor, maka komponen 1 dihitung dengan bobot 70%.

Berikut ini adalah rincian atas realisasi Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan:

Triwulan | Target Rapor Rapor Rapor | Realisasi | Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja (Rata- | (Realisast/
Pengawasan | Pemeriksaan | Penagihan Rata Target)
Rapor
Kinerja)
) . | a
[ 60% Belum diperhitungkan
11 70% Belum diperhitungkan
1 75% 81.55% 75.27% 35.24% 64.02% 85.36%
v 80% 78.82% 105.67% 76.77% 87.09% 108.86%

Komponen 3: Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target

PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
Berikut ini adalah rincian atas Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan

Terhadap Target PKM Pemeriksaan:

#
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o . Akumulasi Target Nilai |
TW Nilai Potensi Nilat Potensi Target Angka Trajectori Usulan Per Realisast | Target | Capaian
Usulan Mutlak Usulan .
Usulan Triwulan
a b c d e f=d*e h=c/f 1 h/i
1 3,715,338.900 3,715,338,900 | 7,999,362,230 10% 799,936,223 464% 55% 120%
I1 - 3,715.338,900 | 7,999,362,230 50% 3,999.681,115 93% 55% 120%
111 1,781,892,365 | 5,497.231,265 | 7,999,362,230 75% 5.999.521672 | 92% | 55% 120%
v 262,826,628 | 5,760,057,893 | 7,999,362,230 100% 7,999,362,230 72% 53% 120%

Komponen 3: Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target

PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
Berikut ini adalah rincian atas Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan

Terhadap Target PKM Pemeriksaan:

Target
’ | - | Akumulasi { Target | a.rge_: ’ ' ’
Nilat W Nilai
. Nilai Angka . . 3 .
W Potensi : Trajectori  Usulan  Realisasi Target  Capaian
Potensi Mutlak
Usulan Per
Usulan Usulan .
Triwulan
a b (3 d e f=d*e h=c/f i h/i
I |3,715,338,9 | 3,715,338,9 | 7,999,362,2 10% 799,936, 464% 55% 120%
00 00 30 223
I - 3,715,338,9 | 7,999,362.2 50% 3,999,68 93% 55% 120%
00 30 1,115
Ir | 1,781,892,3 | 5,497,231,2 | 7,999,362,2 75% 5,999,52 92% 55% 120%
65 65 30 1,672
IV | 262,826,62 | 5,760,057.8 | 7,999,362,2 100% 7,999,36 72% 55% 120%
8 93 30 2,230

Penghitungan IKU (Gabungan semua komponen)
Berdasarkan penghitungan per komponen di atas, diketahui hasil capaian pada KPP
Pratama Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Komponen | Komponen Komponen 3
Triwulan | 1 (Bobot | 2 (Bobot (Bobzt sy | T
30%) 40%) -
I g4* - 36 120%
I 84* : 36 120%
111 36 34.14 36 106.14%
v 36 43.54 36 115.54%

*bobot 70%

#
I 75 5 —

78

KPP PratamaTasikimalaya




LAPORAN KINERJA 2024

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya:
' Realisasi | Realisasi | Realisasi| Realisasi Realisasi
Nama IKU

Tahun Tahun | Tahun Tahun Tahun
2020 2021 | 2022 | 2023 2024

‘ Efektivitas Pengelolaan Komite ‘ ; } _ : i 115.54%

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat '
| waktu |

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Tasikmalaya_ _

Capaian realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
Pratama Tasikmalaya pada tahun 2024 tercapai sebesar 115.54%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

e Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang Kkeberhasilan pencapaian
kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Efektivitas

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah

mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
a. Dukungan pimpinan dalam melaksanakan usulan pemsus per Pengawasan satu
usulan untuk komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap

Target PKM Pemeriksaan
b. Pengumpulan data untuk laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan

optimal

e Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi
pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Dukungan pimpinan dalam melaksanakan usulan pemsus per Pengawasan satu
usulan untuk komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap

Target PKM Pemeriksaan
b. Pengumpulan data untuk laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan

optimal

e Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data
yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi
perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

e————————————————————————————————
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b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.

c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

e Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun
2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Dukungan pimpinan dalam melaksanakan usulan pemsus per Pengawasan satu
usulan untuk komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap
Target PKM Pemeriksaan

b. Pengumpulan data untuk laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan

optimal

e Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada
tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak
tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi
adalah:

a. Dukungan pimpinan dalam melaksanakan usulan pemsus per Pengawasan satu
usulan untuk komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan
Terhadap Target PKM Pemeriksaan

b. Pengumpulan data untuk laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan dengan

optimal

¢ Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat
dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapioleh organisasi dan upaya
yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Bahan baku untuk usulan pemeriksaan khusus kurang memadai untuk persetujuan
kanwil/kanpus sehingga target persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan
terhadap target PKM Pengawasan tidak tercapai, upaya yang dilakukan oleh
organisasi adalah dukungan pimpinan dalam melaksanakan usulan pemsus per
Pengawasan satu usulan,

b. Data untuk komponen pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan belum

tersedia di mandor.

#
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e Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti
misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan
maupun penerima manfaat
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion

(GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.

e Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan
gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan
terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung
tunai.

4. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi ' Periode

2025

e Melakukan persentase dan evaluasi efektivitas
pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak tepat
waktu

e Pengumpulan data untuk laporan pelaksanaan
tugas komite kepatuhan dengan optimal
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